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RINGKASAN 

 

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi negara, karena pangan 

merupakan kebutuhan dasar/pokok yang harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup 

rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus bertanggungjawab untuk menjamin pemenuhan dan 

perlindungan terkait ketersediaan pangan lokal bagi rakyat. Tanggungjawab tersebut tidak hanya 

menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, akan tetapi sesuai semangat otonomi daerah, yang 

digariskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang dirumuskan “ Pemerintahan 

Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-

undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Sehubungan dengan peran Pemerintah 

Daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan menjamin kebutuhan pangan itu 

sendiri, sehingga kerja keras untuk memenuhinya merupakan tugas yang harus diembannya.  

Upaya pemerintah bukan saja hanya meningkatkan ketahanan pangan lokal, tetapi harus 

menjamin kepastian, kemanfaatan serta keadilan dan perlindungan hukum terhadap pangan lokal 

dan juga bagi masyarakat setempat selaku konsumen pangan lokal. Pemerintah daerah harus 

menyiapkan sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai ketersediaan pangan lokal, 

perlindungan hukum pangan lokal dan produksi pangan lokal serta proses pengedarannya. 

Masyarakat sebagai konsumen terkadang berada pada posisi yang lemah, jika Pemerintah Daerah 

tidak membuat aturan hukum yang mengatur para pihak yang terkait dengan program pengadaan 

pangan di daerah.  

Di samping hal-hal di atas, berkurangnya produksi pangan disebabkan oleh faktor alam 

yang memang kurang mendukung bagi tanaman pangan yang dibutuhkan masyarakat, juga 

banyak tanah atau lahan pertanian bebatuan lahan pertanian kering karena curah hujan yang 

rendah, pengairan lahan pertanian tadah hujan, tanah tandus dan lain sebagainya. Namun kondisi 

yang demikian masih dapat disiasati dengan berbagai inovasi teknologi pangan, yang tidak ada 

ada salahnya untuk dicoba kan dengan legalitas yang melindungi upaya pengembangan pangan 

tersebut. 

Berkurangnya lahan pertanian memang menyebabkan semakin berkurangnya produksi 

pangan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor yang tidak dapat diabaikan. Factor lain ini 

dapat disebabkan oleh semakin pesatnya pembangunan di daerah untuk berbagai kepentingan 

seperti perkantoran, Perumahan, industri, fasilitas umum dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan 

tersebut tidak jarang diikuti dengan perubahan peruntukan fungsi lahan pertanian sehingga 

diperlukan kebijakan secara komprehensif dan dari pemerintah daerah. 

Permasalahan terkait dengan penelitian disertasi dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) 

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pangan Lokal Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan 

dan Memenuhi Kecukupan Pangan, (2) Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pangan Lokal 

Berdasar Prinsip Keadilan. Berdasarkan permasalahan tersebut. maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian dan penulisan disertasi ini sebagai berikut: (a) Untuk menganalisis dan 

menemukan urgensi perlindungan hukum terhadap pangan lokal sebagai upaya untuk 

mempertahankan dan memenuhi kecukupan pangan. (b) Untuk menganalisis dan menemukan 

konsep perlindungan hukum terhadap pangan lokal berdasar prinsip keadilan. Sedangkan untuk 
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memperoleh hasil penelitian yang maksimal maka diperlukan teori-teori hukum yang  relevan 

sebagai pisau analisis, yang terdiri atas, Teori Tujuan Hukum, Teori Keadilan, Teori 

Perlindungan Hukum, teori kewenangan serta konsep yang terdiri atas konsep perlindungan 

hukum pangan lokal, konsep fungsi pangan lokal dan konsep pengembangan pangan lokal.  

Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 

menitiberatkan kajian atau telaah hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dikemukakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

Pendekatan filosofis, pendekatan Peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Untuk menganalisis permasalahan digunakan Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Sebelum dianalisis bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan 

diinventarisai, dipilah dan dipilih bahan hukum yang relevan untuk digunakan sebagai pisau 

analisis dan bahan hukum yang tidak relevan disisihkan, dan apabila suatu saat diperlukan, maka 

bahan hukum yang tidak relevan digunakan lagi untuk menganalisis sesuai dengan teknis yang 

telah ditentukan. 

Urgensi Perlindungan hukum terhadap pangan lokal sebagai upaya untuk 

mempertahankan dan memenuhi kecukupan pangan merupakan wujud perlindungan hak asasi 

manusia untuk hidup sehat dan berkualitas. Pangan lokal mencirikan keunikan daerah, bernilai 

komoditi, dan  merupakan asset daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Terdapat 

sejumlah persoalan terkait pangan lokal yang membutuhkan konstruksi hukum sebagai alat 

kontrol sosial dan alat rekayasa sosial guna tercapainya ketersediaan pangan, keterjangkauan 

pangan, sehingga tercipta ketahanan pangan yang dapat dinikmati secara adil bagi seluruh 

masyarakat.  

Konsep perlindungan hukum terhadap pangan lokal berdasar prinsip keadilan meliputi 

pengaturan tentang proses produksi, distribusi, pemasaran,  budidaya pangan lokal, perlindungan 

paten dan rekayasa genetik pangan, perlindungan produsen dan konsumen pangan lokal serta 

jaminan keamanan pangan lokal. Pengaturan dalam bentuk undang-undang tentang pangan lokal 

mencakup perlinudungan merk dagang pangan lokal, hak paten pangan lokal, dan menjamin 

ketersediaan pangan secara berkesinambungan.  Pemerintah turut bertanggung jawab terhadap 

keamanan pangan. Penyelesaian sengketa terkait persoalan pangan lokal diselesaikan dengan 

mengutamakan mediasi para pihak. Pada tingkat litigasi, memberlakukan sanksi ganti kerugian 

secara perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. 

Kesimpulan penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: (1)  Urgensi 

Perlindungan Hukum Terhadap Pangan Lokal Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan dan 

Memenuhi Kecukupan Pangan merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia untuk hidup 

sehat dan berkualitas. Pangan lokal mencirikan keunikan daerah, bernilai komoditi, dan  

merupakan asset daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Terdapat sejumlah persoalan 

terkait pangan lokal yang membutuhkan konstruksi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat 

rekayasa sosial guna tercapainya ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, sehingga tercipta 

ketahanan pangan yang dapat dinikmati secara adil bagi seluruh masyarakat. (2) Konsep 

perlindungan hukum terhadap pangan lokal berdasar prinsip keadilan meliputi pengaturan 

tentang proses produksi, distribusi, pemasaran,  budidaya pangan lokal, perlindungan paten dan 

rekayasa genetik pangan, perlindungan produsen dan konsumen pangan lokal serta jaminan 

keamanan pangan lokal. Pengaturan dalam bentuk undang-undang tentang pangan lokal 
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mencakup perlinudungan merk dagang pangan lokal, hak paten pangan lokal, dan menjamin 

ketersediaan pangan secara berkesinambungan. Pemerintah turut bertanggung jawab terhadap 

keamanan pangan. Penyelesaian sengketa terkait persoalan pangan lokal diselesaikan dengan 

mengutamakan mediasi para pihak. Pada tingkat litigasi, memberlakukan sanksi ganti kerugian 

secara perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. 
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ABSTRACT 

 

 

Food is an important and strategic commodity for the state, because food is a basic need 

that must be fulfilled to ensure the survival of the people. Therefore, the central government and 

local governments must be responsible for ensuring the fulfillment and protection of food 

availability for the community. Legal protection is certainly not only the responsibility of the 

central government. However, until now not all regions have made legal policies in the form of 

Regional Regulations regarding the legal protection of local food.  

The problems raised in this study are (a) the urgency of legal protection of local food as 

an effort to maintain and fulfill food sufficiency, (b) the concept of legal protection of local food 

based on the principle of justice.  

This dissertation research is a normative legal research, with a philosophical approach, a 

statutory approach and a conceptual approach. The analysis of the problem resulted in an 

understanding that: (a) Legal protection of local food based on the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia, food is a human right of citizens that demands legal recognition, 

fulfillment and protection, both by the central government and local governments in accordance 

with with the spirit of regional autonomy as regulated in Law number 23 of 2014 concerning 

Regional Government. UU no. 18 of 2012 concerning Food, also provides space for legal 

protection of food, including local food; (b) The concept of local food legal protection is carried 

out by establishing a Regional Regulation on local food protection, the contents of which include: 

(c) so that the existence of local food so that consumers, producers (business actors) and local 

food farmers are protected and feel safe, both physically and mentally. physically or mentally; 

(d) so that consumers and producers in buying and selling local food and local food products are 

free to enjoy their rights, as long as they do not conflict with the laws and regulations; (e) prevent 

the misuse of local food or local food products, create order in the development of local food and 

prevent arbitrary actions by local government officials, (d) realize the responsibility of producers 

(business actors) for the circulation of local food and/or local food products. based on the 

distribution permit, (e) realizing the compliance of producers and consumers as well as local 

farmers to the laws and regulations related to food. Keywords: Legal protection, local food, Local 

Government and Regional Regulations. 
 

Keywords: Legal protection, local food, Local Government and Regional Regulations. 
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